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KOMIS! PEMILIHAN UMUM 

KOTA BIMA 

KETUA KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA, 

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 huruf f 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­ 

Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016, menyebutkan bahwa warga negara Indonesia 
yang dapat menjadi Calon Gubernur dan Calon Wakil 

Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta 

Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah yang 

memenuhi persyaratan mampu secara jasmani dan 
rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan 
menyeluruh dari tim dokter; 

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 

46 ayat (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 
3 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Kornisi Pernilihan Umum Nomor 15 Tahun 
2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA 

NOMOR: 44/HK.04. l-Kpt/5272/KPU-Kot/XIl/2017 

TENTANG 

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PROVINS! NUSA TENGGARA 

BARAT SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHAN! 

DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA CALON WALIKOTA DAN 

CALON WAKIL WALIKOTA DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL 

WALIKOTA BIMA TAHUN 2018 
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Mengingat 

Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 
Walikota dan Wakil Walikota, menyebutkan bahwa 

KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU /KIP Kabupaten/Kota 

menetapkan Rumah Sakit Pemerintah Daerah atau 
Rumah Sakit Pemerintah Pusat di daerah berdasarkan 
rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia dengan 

Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU /KIP 

Kabupaten/Kota; 
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu 

menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota 
Bima tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah 
Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tempat 
Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas 

Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Calon 
Wakil Walikota dalarn Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Bima Tahun 2018. 

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2002 tentang 
Pembentukan Kata Sima di Privinsi Nusa Tenggara 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2002 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Repubiik 
Indonesia Nomor 4188); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang 

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang­ 

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 

Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang­ 
Undang, sebagaimana teiah beberapa kali diubah, 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 

2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5898); 

3. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 5 Tahun 
2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, 
Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi 
Pemiliran Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah 
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beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi 
Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010; 

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 
2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 
Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan 
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota 

sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Komisi 

Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; 
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 

2017 ten tang Tahapan, Program, dan Jadwal 
Penyelenggaraan Pemilihan Gubemur dan Wal<il 
Gubmur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 
dan Wal<il Walikota Tahun 2018; 

6. Peraturan Kornisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 
2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 
tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubemur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau 
W alikota dan W akil W alikota; 

7. Keputusan Komisi Pemilihan Um um Nomor: 
231/PL/03.I-Kpt/06/KPU/Xll/2017 tentang Petunjuk 
Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani 
serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, 
Rohani, dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam 
Pemilihan Gubemur dan Wal<il Gubemur, Bupati dan 
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 
06/HK.04. I-Kpt/ 5272/KPU-Kot/Vll/2017 ten tang 

Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal 

Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wal<il Wakil 

Bima Tahun 2018; 
9. Keputusan Kornisi Pemilihan Umum Kota Bima Nomor 

15/HK.04.1-Kpt-5272/KPU-Kot/lX/2017 tentang 
Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Walikota dan 
Wakil Walikota Bima Tahun 2018. 
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Memerhatikan 1. Surat lkatan Dokter Indonesia (!DI) Pengurus Wilayah 

Nusa Tenggara Barat tanggal 27 Desember 2017, 

Nomor: 056/IDI-WIL/NTB/Xll/2017 Perihal 

Menetapkan 

Rekomendasi Tempat Pemeriksaan Kesehatan Jasmani 
dan Rohani; 

2. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum 
Kota Bima Nomor : 93/PK.01-BA/02/Kota/Xll/2017 

tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Tempat 

Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas 
Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan Calon 

Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil 

Walikota Bima Tahun 2018. 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN KOMIS! PEMILIHAN UMUM KOTA BIMA 

TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH 

PROVINS! NUSA TENGGARA BARAT SEBAGAI TEMPAT 

PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHAN! DAN 

BE BAS PENY ALAHGUNAAN NARKOTIKA CALON 

KESATU 

KEDUA 

WALIKOTA DAN CALON WAKIL WALIKOTA DALAM 

PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BIMA 

TAHUN 2018. 

Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat yang beralamat di Jin. Praburangkasari­ 

Dasan Cermen Mataram sebagai tempat Pemerikaan 

Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan 
Narkotika Calon Wa!ikota dan Calon Wakil Walikota dalam 

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018. 

Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani 
dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Calon Walikota dan 

Wakil Walikota Bima dilaksanakan sesuai dengan 

Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan 
Walikota dan Wakil Walikota Bima Tahun 2018 yaitu dari 

tanggal 8 s/d 15 Januari 2018. 
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KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Di tetapkan di : Kota Bima 
Pada tanggal : 30 Desember 2017 

KOMIS! PEMILIHAN UMUM 
KOTA BIMA, 

ttd. 

BUKHARI 

Salinan scsnai dengan aslinya 
-A KOMISI FELILIHAN UNU 
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